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b. Bidang Penyediaan Akomodasi, terdiri dari :
1. Hotel Melati :

a) Melati 1 (satu) kapasitas sampai dengan 19 (sembilan belas) kamar;

b) Melatl 2 (dua) kapasitas 20 (dua puluh) kamar sampai dengan
30 (tiga puluh) kamar. .

Bumi Perkemahan,;

Persinggahan Karavan;

Penginapan Remaja (Graha Wisata); dan

Wisma.

&0 B LN

c. Gelanggang Olahraga, terdiri dari :

1. Arena Latihan Golf;

2. Seluncur,;

3. Kolam Pemancingan;

4. Pangkas Rambut atau barbershop; dan
5

G

1

. Gelanggang Renang.
d. Gelanggang Seni, terdiri dari :

. Sanggar Seni;
2. Galeri Seni; dan
3. Gedung Pertunjukan Seni.

e. Bidang Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentlf Konferensi dan
Pameran terdiri dari :

2. JE28 Ritang Parssmuan Ekaaiatt,
BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 53
Pengawasan dilakukan oleh Dinas
a. Usaha pariwisata yang meliputi :

1. penyelenggaraan kegiatan usaha;
2. kewajiban her-registrasi; dan
3. kewajiban Pemutakhiran data usaha.

b. Usaha pariwisata yang dikenakan sanksi penghentian sementara.

c. Usaha pariwisata yang dikenakan sanksi penutupan.
Pasal 54
(1) Dalam pelaksanaan pengawasan Kepala Dinas membentuk tim pengawasan.

(2) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d_apat mengikutsertakan
instansi terkait.
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Pasal 55

(1) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib
menghentikan kegiatan, apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap
kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan penyelenggaraan
usaha pariwisata.

(2) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap
ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, harus dilakukan tindakan
penghentian kegiatan usaha dan diumumkan secara tertulis yang
ditempatkan pada pintu masuk usaha.

(3) Tindakan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada instansi
yang berwajib apabila ditemukan dugaan adanya tindak pidana.

(4) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53,
wajib dibuat dalam berita acara dan dilaporkan secara tertulis kepada
Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas dalam jangka waktu 1 (satu) hari
setelah pelaksanaan pengawasan.

(5) Apabila hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditemukan adanya pelanggaran, maka terhadap usaha pariwisata
yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Gubernur ini.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 56

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan
oleh Kepala Dinas.

(2) Dalam rangka pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Suku Dinas melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata
kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Walikota atau Bupati
Administrasi setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(3) Berdasarkan laporan Kepala Suku Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), selanjutnya Kepala Dinas melaporkan hasil pendaftaran usaha
pariwisata kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam)
bulan sekali.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 57
Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui
anggaran Dinas dan anggaran Suku Dinas.
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BAB Xl
PELAPORAN
Pasal 58

(1) Kepala Suku Dinas melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata
kepada Kepala Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali.

(2) Kepala Dinas melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada
Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
a. jumlah usaha pariwisata berdasarkan jenis usaha;
b. jumlah kapasitas berdasarkan jenis usaha;

C. perubahah jumlah usaha pariwisata berdasarkan jenis usaha apabila
dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya;

d. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan usaha
pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, khusus dalam hal
terjadi pengurangan; dan

e. jumlah usaha pariwisata yang terkena pembekuan sementara TDUP,
TDPT dan pembatalan TDUP.

BAB XI| .
SANKSI| ADMINISTRASI
Pasal 59

(1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang melakukan pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administrasi
berupa :

a. teguran lisan atau pemanggilan;
b. teguran tertulis;

c. Pembekukan sementara TDUP;
d. Penghentian sementara TDPT,;

e. Pembatalan TDUP:; dan
f. Pembatalan TDPT.

(2) Teguran lisan atau pemanggilan terhadap penyelenggara usaha
pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh
Dinas atau Suku Dinas.

(3) Teguran lisan atau pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dicatat dalam berita acara.



26

(4) Apabila setelah dikenakan teguran lisan atau pemanggilan, penyelenggara
usaha pariwisata masih melakukan pelanggaran dikenakan teguran
tertulis.

(5) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali sesuai ketentuan berikut :

a. teguran tertulis pertama tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja
kecuali Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 25 ayat (1) dengan
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis pertama
diterima oleh penyelenggara usaha pariwisata;

b. teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu selama 5 (lima) hari
kerja kecuali Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) dengan tenggang waktu
30 (tiga puluh) hari kerja dan Pasal 25 ayat (1) dengan tenggang waktu
21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak teguran tertulis pertama
berakhir dan penyelenggara usaha pariwisata masih melakukan
pelanggaran; dan

c. teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja
kecuali Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) dengan tenggang waktu 30 (tiga
puluh) hari kerja dan Pasal 25 ayat (1) dengan tenggang waktu
14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak teguran tertulis kedua
berakhir dan penyelenggara usaha pariwisata masih melakukan
pelanggaran.

(6) Apabila setelah dikenakan teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), penyelenggara usaha pariwisata yang bersangkutan masih
melakukan pelanggaran, maka dikenakan sanksi pembekuan sementara
TDUP dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

(7) Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) penyelenggara usaha pariwisata tidak
mengajukan . permohonan pengaktifan kembali TDUP maka akan
dikenakan sanksi pembatalan TDUP.

BAB XIlI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 60

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

1. 1zin Sementara Usaha Pariwisata yang telah dikeluarkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, tetap dinyatakan berlaku sampai
berakhirnya jangka waktu. ’

2. lzin Tetap Usaha Pariwisata yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya

Peraturan Gubernur ini, tetap dinyatakan berlaku sampai dengan jangka
waktu jatuh tempo daftar ulang.

3. Penyelenggara usaha pariwisata yang telah memiliki izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki TDUP sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

-

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

.. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2012

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

/.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Vi

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR127



